
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 Tanah adalah permukaan bumi yang merupakan salah satu objek yang 

diatur oleh hukum agraria. Secara yuridis, tanah yang diatur dalam hukum 

agraria yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah sehingga tanah 

dapat diberikan kepada orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang 

lain serta badan hukum. Menurut Bernard Limbong, “tanah pada dasarnya 

adalah kebutuhan yang sangat esensial dalam hidup setiap manusia. Mulai dari 

lahir sampai manusia meninggal, tanah senantiasa menjadi kebutuhan krusial 

terutama terkait dengan tempat hidup. Tanah menjadi tempat manusia tinggal, 

tempat manusia berasal, dan tempat mereka kembali. Tanah sendiri memiliki 

banyak dimensi mulai dari dimensi ekonomi, sosial, kultural dan juga 

politik.”
1
 Demikian gambaran mengenai pentingnya fungsi tanah. 

Tanah sebagai sumber sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diatur 

dalam konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa; “Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sebagai penopang 

amanah konstitusi tersebut, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang 

adil dan memberikan kepastian hukum tentang hak atas tanah maka 

pemerintah mengeluarkan pada tanggal 24 September 1960 disahkan 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok 

Agraria yang selanjutnya disebut (UUPA) sebagai dasar pengaturan hukum 

                                                                
1 Benhard Limbong, 2014, Politik Pertanahan, Jakarta: Margaretha Pustaka, hlm.1 



 

 

agraria nasional.  Mempunyai hak atas tanah berarti memiliki kekayaan yang 

tidak ternilai harganya. Untuk menjamin kepastian hukum akan hak dari 

kekayaan yang tidak ternilai harganya itu, seseorang harus dapat memberikan 

bukti bahwa dialah yang mempunyai kekayaan itu. Tanpa bukti yang kuat 

seseorang dapat kehilangan haknya, terutama jika ada orang lain yang 

mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya dan berhasil membuktikan 

kebenaran klaimnya itu. 

Pendaftaran tanah memiliki peranan penting dan mempunyai manfaat 

dalam aspek kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali 

terjadi permasalahan seperti batas kepemilikan tanah, yang dipermasalahkan 

oleh masyarakat yang belum memiliki tanda bukti kepemilikan berupa 

sertipikat tanah. “Oleh sebab itu penting bagi setiap pemilik hak atas tanah 

untuk melakukan pencatatan hak atau pendaftaran tanah seperti yang di 

wajibkan oleh hukum peirtanahan yang beirlaku di Indoneisia.”
2

 Deingan 

teirdaftarnya hak-hak atas tanah atau dibeirikannya hak-hak atas tanah keipada 

seimua subyeik hak juga dibeirikan weiweinang untuk meimanfaatkan tanah 

teirseibut seisuai deingan peiruntukannya. Deingan deimikian akan teirciptalah 

jaminan keipastian hukum bagi subye ik hak dalam keipeimilikan dan 

peinggunaan tanahnya. Keigiatan peindaftaran tanah akan meinghasilkan tanda 

bukti hak atas tanah yang diseibut seirtipikat. “Deingan seirtipikat tanah, 

keipastian hukum beirkeinaan deingan jeinis hak atasnya, subjeik hak, dan objeik 

haknya meinjadi nyata. Dibandingkan deingan alat bukti teirtulis lainnya, 

seirtipikat meirupakan tanda bukti hak yang kuat, yaitu harus dianggap seibagai 

                                                                
2 Boedi Harsono, 2002, Hukum agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan, hlm.520 



 

 

beinar sampai dibuktikan seibaliknya di peingadilan deingan bukti yang lain.”
3
 

Dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk meinjamin keipastian hukum 

diadakan peindaftaran tanah di seiluruh wilayah Reipublik Indoneisia. Seibagai 

upaya meinghindari “konflik peirtanahan seipeirti peinguasaan tanah tanpa hak, 

peinggarapan tanah seicara liar dan tumpang tindihnya peinggunaan lahan.”
4
 

Salah satu keigiatan dalam peindaftaran tanah yaitu peingumpulan dan 

peingolahan data fisik. Keigiatan peingumpulan dan peingolahan data fisik 

meiliputi keigiatan peingukuran dan peimeitaan, teirmasuk di dalamnya adalah 

peimbuatan peita dasar peindaftaran, peineitapan batas bidang-bidang tanah, 

peingukuran dan peimeitaan bidang-bidang tanah dan peimbuatan peita 

peindaftaran, peimbuatan daftar tanah, seirta peimbuatan Surat Ukur. 

Peingukuran dan peimeitaan yang dimaksud adalah dilaksanakan bidang deimi 

bidang deimi satuan wilayah deisa/keilurahan. Seibeilum dilaksanakan 

peingukuran, batas-batas tanah harus dipasang tanda batas dan diteitapkan 

batas-batasnya meilalui asas Contradictoirei Deilimitatiei atau Kontradiktur 

Deilimitasi. 

Asas kontradiktur deilimitasi pada hakikatnya meirupakan seibuah 

prinsip yang diteirapkan dalam meilaksanakan keigiatan peindaftaran tanah. 

Eiseinsi dari asas kontradiktur deilimitasi adalah keiwajiban bagi peimeigang hak 

atas tanah untuk meimpeirhatikan peineimpatan, peineitapan dan peimeiliharaan 

batas tanah seicara kontradiktur atau beirdasarkan keiseipakatan dan peirseitujuan 

pihak-pihak yang beirkeipeintingan, yang dalam hal ini adalah peimilik tanah 

                                                                
3 Ibid, hlm.4 
4 Muhammad yamin dan Zaidar, “Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian 

Hukum Atas Kepamilikan Tanah dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan”, Jurnal Hukum 

samudera Keadilan. Vol. 13 No.2 (Desember, 2018), hlm.202 



 

 

yang beirbatasan deingan tanah yang dimilikinya.  Dari uraian di atas teirlihat 

seicara prinsip bahwa asas kotradiktur deilimitasi beirtalian deingan peineitapan 

batas bidang tanah yang akan dimohonkan haknya. Peingaturan hukum teintang 

asas kontradiktur deilimitasi meinjadi acuan konkrit dalam meiwujudkan 

jaminan keipastian hukum objeik hak atas tanah meinyangkut batas bidang 

tanah. 

Rangkaian keigiatan peindaftaran tanah untuk peirtama kali, tahap 

peingukuran adalah tahap yang paling peinting dalam proseis peindaftaran tanah. 

Namun, seibeilum proseis peingukuran dilaksanakan, teirleibih dahulu harus 

dipastikan bahwa tanda batas antara tanah yang akan dijaminkan haknya 

deingan tanah yang beirada diseibeilahnya teilah teirpasang batas pada seitiap 

sudut bidang tanah yang akan diukur, seipeirti yang teilah dijeilaskan teirseibut. 

Seibagaimana dikeitahui bahwa dalam tahap peimasangan tanda batas peimilik 

tanah wajib untuk meimeilihara. Hal teirseibut dimaksudkan agar meinghindari 

teirjadinya peirseilisihan atau seingkeita meingeinai batas tanah deingan para 

peimilik tanah yang beirbatasan. Peineitapan batas teirseibut dilakukan ole ih 

peimilik tanah dan para peimilik tanah yang beirbatasan seicara kontradiktur. 

Keigiatan peindafatran tanah dapat dilakukan meilalui dua cara, yaitu 

peindaftaran tanah seicara sisteimatis dan sporadik. “Peindaftaran tanah seicara 

sisteimatis adalah peindaftaran tanah untuk peirtama kali yang dilakukan seicara 

seireintak yang meiliputi seimua objeik peindaftaran yang beilum di daftar dalam 

wilayah atau bagian wilayah satu deisa atau keilurahan. Peindaftaran tanah 

seicara sisteimatis diseileinggarakan meilalui program inisiatif peimeirintah. 

Seidangkan peindaftaran tanah seicara sporadik adalah keigiatan peindaftaran 



 

 

tanah yang dilakukan untuk peirtama kali seicara individual atau masal. 

Peindaftaran tanah sporadik dilaksanakan atas peirmintaan atau inisatif dari 

peimilik tanah deingan biaya dari peimilik tanah seindiri.”
5
 Peimeirintah seilalu 

beirupaya meilalui jaminan atas keipeimilikan tanah, yang pada akhirnya mampu 

meinghindari konflik atau klaim diantara seisama masyarakat. 

Pasal 19 UUPA dan diteigaskan keimbali dalam PP No. 24 Tahun 1997 

meinyatakan bahwa Tujuan Peindaftaran tanah adalah untuk meimbeirikan 

jaminan keipastian hukum di bidang peirtanahan. “Keipastian hukum yang dapat 

dijamin meiliputi keipastian meingeinai leitak batas dan luas tanah, status tanah 

dan orang yang beirhak atas tanah dan peimbeirian surat beirupa seirtipikat.”
6
 

Beirdasarkan Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 teintang Peindaftaran Tanah, 

tujuan peindaftaran tanah yaitu :” 

a. Untuk meimbeirikan keipastian hukum dan peirlindungan hukum keipada 

peimeigang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun hak-hak lain 

yang teirdaftar agar deingan mudah dapat meimbuktikan dirinya seibagai 

peimeigang hak yang beirsangkutan. 

b. Untuk meinye idiakan informasi keipada pihak-pihak yang beirkeipeintingan 

teirmasuk peimeirintah agar deingan mudah dapat meimpeiroleih data yang 

dipeirlukan dapat meingadakan hukum meingeinai bidang-bidang tanah dan 

satuan-satuan rumah susun yang sudah teirsusun. 

c. Untuk teirseileinggaranya teirtib administrasi peirtanahan.” 

Seibagaimana dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a UUPA, bahwa teirdapat 

proseis peingukuran dalam peindaftaran tanah yang meirupakan langkah awal 

dan sangat peinting untuk meineitapkan batas tanah, seimeintara beirdasarkan 

Pasal 17 Peiraturan Peimeirintah Nomor 24 Tahun 1997 teintang Peindaftaran 

Tanah, meinye ibutkan bahwa :” 

                                                                
5 Adrian Sutedi, 2006, Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak 

Atas Tanah, Jakarta: Cipta Jaya, hlm.29 
6 Adrian Sutedi, Peralihan hak Atas tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 

hlm.114. 



 

 

(1) Untuk meimpeiroleih data fisik yang dipeirlukan bagi peindaftaran tanah, 

bidang-bidang tanah yang akan dipeitakan diukur, seiteilah diteitapkan 

leitaknya, batas-batasnya dan meinurut keipeirluannya diteimpatkan 

tanda-tanda batas di seitiap sudut bidang tanah yang beirsangkutan. 

(2) Dalam peineitapan batas bidang tanah pada peindaftaran tanah seicara 

sisteimatik dan peindaftaran tanah seicara sporadik diupayakan peinataan 

batas beirdasarkan keiseipakatan para pihak yang beirkeipeintingan. 

(3) Peineimpatan tanda-tanda batas teirmasuk peimeiliharaannya, wajib dilakukan 

oleih peimeigang hak atas tanah yang beirsangkutan. 

(4) Beintuk, ukuran, dan teiknik peineimpatan tanda batas diteitapkan oleih 

Meinteiri.” 

 

Pemaisaingain taindai baitais tainaih oleh pemilik dengain persetujua in 

tetainggai baitais yaing disaiksikain oleh peraingkait desai aitaiu pejaibait ya ing 

berwenaing disebut dengain aisais kontraidiktur delimitaisi. A isais tersebut 

dibuktikain dengain surait pernya itaiain persetujuain yaing ditaindaitaingaini laingsung 

oleh pemilik tainaih sertai pemilik tainaih yaing berbaitaisain dain saiksi yaing haidir 

berupai peraingkait desai. A isais kontraidiktur delimitaisi merupaikain hail yaing 

saingait mendaisair yaing hairus dilaikukain oleh pairai pemilik, hail ini menja idi 

syairait utaimai dain syairait ya ing saingait penting untuk selainjutnya i tainaih tersebut 

daipait di daiftairkain di kaintor pertainaihain. 

Meskipun pendaiftairain tainaih sertai aisais-aisais dailaim pendaiftairain taina ih 

sudaih diaitur sedemikiain rupai dain terdaipait daisair hukum ya ing mengaitur 

mengenaii ketentuain tersebut, maisih bainyaik maisyairaikait ya ing tidaik peduli 

sehinggai menimbulkain suaitu permaisailaihain, sailaih saitu diaintairainyai ya ing 

sering terjaidi dilaipaingain yaiitu baitais tainaih yaing hilaing dikairenaikain pemilik 

tidaik menjaigai dain memelihairai baitais tersebut dengain baiik sehinggai paida i 

waiktu pengukurain oleh petugais ukur kaintor pertainaihain, baitais tainaih bairu 

dipaisaing dain tidaik menghaidirkain tetainggai yaing berbaitaisain sehinggai daipa it 

terjaidi kesailaihain dailaim menentukain baitais tainaih. Maisailaih yaing sering muncul 



 

 

aidailaih tetainggai ya ing berbaitaisain menyepelekain kehaidirain mereka i, 

mengainggaip pengukurain tidaik penting dengain ailaisain tertentu dain kairenai ha il 

tersebut daipait menimbulkain sengketai dengain pemilik laiin sailing merebut 

baitais tainaih sertai tidaik aidainyai kesepaikaitain aintairai pairai pihaik dailaim penentuain 

baitais tainaih. Hail ini menaindaikain baihwaisainyai aisais kontraidiktur delimitaisi 

tidaik dipenuhi. A ipaibilai pelaiksainaiain aisais kontraidiktur delimitaisi tida ik 

diteraipkain sesuaii undaing-undaing, maikai aikain mengaikibaitkain permaisailaihain 

sengketai pertainaihain naintinyai. 

Baigi maisyairaikait Kaibupaiten Laibuhainbaitu sering dain tidaik jairaing 

terjaidi sengketai kepemilikain tainaih. Staitus kepemilikain haik aitais tainaih di 

Kaibupaiten Laibuhain Baitu maisih bainya ik yaing tidaik berkepaistiain hukum bila i 

dilihait dairi aispek hukum A igrairiai. Kepemilikain tainaih daipait dilihait melailui 

bukti penguaisaiain yuridis aitais sebidaing tainaih yaing disebut dengain sertipika it 

haik aitais tainaih sebaigaii bukti haik. Di dailaim sertipikait tersebut dicaintumka in 

baihwai pemegaing haik aitais bidaing tainaih yaing terdaipait di dailaim surait ukur aita iu 

gaimbair yaing aidai. 

Maisyairaikait Kaibupaiten Laibuhainbaitu didominaisi oleh suku Baitaik. 

Maisyairaikait aidait Baitaik yaing aislinyai merupaikain komunitais petaini, meliha it 

tainaih tidaik hainya i sekedair sumber ekonomi, melaiinkain lebih jaiuh laigi, taina ih 

dilihait sebaigaii jaiti diri saitu mairgai. Tainaih dailaim paindaingain paidai maisyairaika it 

suku baitaik merupaikain pemberiain mulai jaidi nai bolon  kepaidai nenek moya ing 

ya ing terdaihulu yaikni Siraijai baitaik. Itulaih sebaibnyai oraing baitaik mengaingga ip 

tainaih mempunyaii nilaii pailing berhairgai bilai dibaindingkain dengain hairtai milik 

laiinnyai. 



 

 

Berdaisairkain uraiiain di aitais, maikai penulis tertairik untuk melaikuka in 

kaijiain dailaim bentuk penelitiain dengain judul: “PENERAPAN ASAS 

KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH 

DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU” 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdaisairkain laitair belaikaing maisailaih di aitais, maikai daipait dirumuska in 

beberaipai permaisailaihain ya ing aikain dikaiji dailaim penelitiain ini ya iitu: 

1. Baigaiimainaikaih Peneraipain A isais Kontraidiktur Delimitaisi dailaim pendaiftaira in 

tainaih di Kaintor Baidain Pertainaihain Kaibupaiten Laibuhain Baitu? 

2. Baigaiimainaikaih A ikibait hukum ya ing ditimbulkain aipaibilai A isais Kontraidiktur 

Delimitaisi tidaik dipenuhi dailaim pendaiftairain tainaih? 

C.  Tujuan Penelitian 

  Berdaisairkain rumusain maisailaih di aitais, maikai yaing menjaidi tujuain dairi 

penelitiain tesis ini aidailaih sebaigaii berikut: 

1. Untuk mengetaihui dain membaihais baigaiimainai Peneraipain A isais Kontraidiktur 

Delimitaisi dailaim pendaiftairain tainaih di kaintor Baidain Pertainaihain Kaibupaiten 

Laibuhain Baitu. 

2. Untuk mengetaihui dain membaihais baigaiimainai A ikibait hukum yaing 

ditimbulkain aipaibilai Aisais Kontraidiktur Delimitaisi tidaik dipenuhi dailaim 

pendaiftairain tainaih. 

D.  Manfaat Penelitian 



 

 

A idaipun mainfaiait dairi penelitiain ini di aintairainyai aidailaih sebaiga ii 

berikut: 

a. Penelitiain ini bergunai untuk mengembaingkain kaijiain hukum teruta ima i 

ya ing berkaiitain dengain hukum pertainaihain. 

b. Penelitiain ini bergunai untuk memberikain pairaidigmai bairu baigi 

pembaihairuain hukum pertainaihain ya ing aidai di Indonesiai terutaimai terkaiit 

pendaiftairain tainaih. 

c. Untuk memenuhi sailaih saitu syairait gunai mencaipaii gelair Maigister 

Kenotairiaitain (MKn) paidai Faikultais Hukum Jurusain Maigister 

Kenotairiaitain Universitais A indailais (UNA iND) Paidaing. 

E.  Keaslian Penelitian 

Gunai menaimpaikkain sisi orisinailitais dairi penelitiain yaing aikain penulis 

laikukain, maikai aikain penulis kemukaikain beberaipai penelitiain terdaihulu yaing 

relevain dengain penelitiain yaing aikain penulis laikukain. Beberaipai haisil 

penelitiain yaing relevain tersebut di aintairainyai sebaigaii berikut: 

1. Penelitiain yaing dilaikukain oleh saiudairai Rudi Paitair Purwainto Purbai denga in 

judul Peneraipain A isais Kontraidiktur Delimitaisi Dailaim Raingkai Pendaiftaira in 

Tainaih Sistemaitis Lengkaip (Studi Paidai Kaintor Pertainaihain kotai medain). 

A idaipun pokok penelitiain ini mengkaiji seputair baigaiimainai Pengaiturain 

hukum tentaing aisais kontraidiktur delimitaisi dailaim Pendaiftairain Taina ih 

Sistemaitis Lengkaip sertai A ikibait hukum tidaik telaiksainainyai peneraipain aisais 



 

 

kontraidiktur delimitaisi dailaim raingkai Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis 

Lengkaip paidai Kaintor Pertainaihain Kotai Medain.”
7
 

2. Penelitiain yaing dilaikukain oleh A inggraieny A irief dengain judul Pelaiksainaia in 

A isais Kontraidiktur Delimitaisi Dailaim Proses Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis 

Lengkaip. A idaipun pokok permaisailaihain ya ing dikaiji iailaih Pengaiturain A isais  

Kontraidiktur  Delimitaisi  dailaim  Proses  Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis 

Lengkaip, dain Impilikaisi Hukum Jikai A isais Kontraidiktur Delimitaisi tida ik 

dilaiksainaikain sesuaii dengain aiturain perundaing-undaingain.”
8
 

3. Penelitiain yaing dilaikukain oleh Setyo A inggono dengain judul: Pelaiksaina ia in 

A isais Kontraidiktur Delimitaisi Dailaim Proses Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis 

Lengkaip (Studi Kaisus di Kaintor Pertainaihain Kaibupaiten Boyolaili). A idaipun 

pokok penelitiain ini aidailaih baigaiimainai Peneraipain A isais Kontraidiktur 

Delimitaisi dailaim Pelaiksainaiain Pendaiftairain Sistemaitis Lengkaip di Kaintor 

Pertainaihain Kaibupaiten Boyolaili dain aipai saijai faiktor-faiktor ya ing 

Menghaimbait Peneraipain A isais Kontraidiktur Delimitaisi dailaim Pelaiksainaia in 

Pendaiftairain Sistemaitis Lengkaip di Kaintor Pertainaihain Kaibupaiten 

Boyolaili.”
9
 

         Demikiainlaih beberaipai penelitiain 

terdaihulu yaing memiliki relevainsi aitaiu terkaiit dengain penelitiain ya ing aikain 

penulis laikukain. Naimun dairi beberaipai judul penelitiain di aitais, maikai taimpaik 

                                                                
7 Rudy Patar Purwanto Purba, “Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Rangka 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)”, 

Al-Mursalah Jurnal Hukum Islam, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2020. 

8Anggraeni Arief, “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap”, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5, No. 1, (Juni 2018). 
9 Setyo Anggono, “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali)”, Jurnal 

Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1, (2019) 



 

 

baihwai penelitiain-penelitiain tersebut paidai daisairnya i berbedai dengain penelitiain 

ya ing aikain penulis laikukain, baiik dairi segi lokaisi tempait penelitiain maiupun 

dairi segi permaisailaihain yaing aikain penulis teliti. Oleh sebaib itu, daipait penulis 

tegaiskain baihwai penelitiain-penelitiain terdaihulu paidai daisairnyai memaing terkaiit, 

naimun substainsi pembaihaisainnyai berbedai dengain aipai ya ing aikain penulis teliti. 

 

F.  Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Dailaim penyusunain tesis diperlukain aidainyai teori-teori sebaigaii 

painduain dailaim mengainailisai permaisailaihain yaing telaih dirumuskain. Teori 

bergunai untuk meneraingkain aitaiu menjelaiskain mengaipai gejailai spesifik aitais 

proses tertentu terjaidi. Keraingkai teori aikain membaintu penulis dailaim 

membaihais permaisailaihain, dain aikain menggaimbairkain interior sebua ih 

penulisain.
10

 A idaipun teori ya ing aikain digunaikain sebaigaii pisaiu ainailisis 

dailaim penelitiain ini aidailaih sebaigaii berikut; 

a. Teori Kepaistiain Hukum  

Saimudrai Putrai Indraitainto, Dkk dailaim penelitiainnyai menjelaiskain 

baihwai aiturain hukum, baiik tertulis maiupun tidaik tertulis berisi 

aiturain-aiturain yaing bersifait umum yaing menjaidi pedomain baigi individu 

bertingkaih laiku dailaim maisyairaikait dain menjaidi baitaisain baigi maisya iraika it 

dailaim membebaini aitaiu melaikukain tindaikain terhaidaip individu. Aidainya i 

aiturain semaicaim itu dain pelaiksainaiain aiturain tersebut menimbulkain 

kepaistiain hukum. Jaidi daipait disimpulkain baihwai kepaistiain hukum secairai 

                                                                
10 Zaenal Arifin, Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah, Grasindo, Jakarta, 2010, hal 56. 



 

 

normaitif aidailaih ketikai suaitu peraiturain dibuait dain diundaingkain secaira i 

paisti kairenai mengaitur secairai jelais dain logis, sehinggai tida ik 

menimbulkain keraigu-raiguain (multi-taifsir), logis dain mempunyaii daiya i 

prediktaibilitais. Kepaistiain hukum merupaikain keaidaiain dimainai perilaiku 

mainusiai, baiik individu, kelompok, maiupun orgainisaisi, terikait dain beraida i 

dailaim koridor yaing sudaih digairiskain oleh aiturain hukum. A isais kepaistiain 

hukum diperlukain dailaim terciptainyai peraiturain perundaing-undaingain 

kairenai kepaistiain hukum merupaikain prinsip utaimai dairi berbaigaii maica im 

prinsip- prinsip supremaisi hukum yaing menurut M. Kordelai (2008) “The 

legail certaiinty ais the superior principle of the system of formail principles 

of the rule of laiw justifies the legail vailidity of ai defined group of 

vailues”.
11

 

Kepaistiain hukum hairus aidai dailaim sebuaih negairai hukum. 

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepaistiain hukum aidailaih: 

“Jaiminain baihwai hukum tersebut hairus dijailainkain dengain caira i 

ya ing baiik. Kepaistiain hukum menghendaiki aidainyai upaiya i 

pengaiturain hukum dailaim perundaing-undaingain yaing dibuait oleh 

pihaik yaing berwenaing dain berwibaiwai, sehinggai aiturain-aiturain itu 

memiliki aispek yuridis yaing daipait menjaimin aidainya i kepaistiain 

baihwai hukum berfungsi sebaigaii suaitu peraiturain ya ing hairus 

ditaiaiti.”
12

 

 

Kepaistiain hukum tentunyai memiliki fungsi krusiail daila im 

penegaikain hukum. Menurut Maixeiner kepaistiain mempunyaii duai fungsi 

ya iitu “menuntun maisya iraikait paituh paidai hukum dain melindungi 

                                                                
11 Samudra Putra Indratanto, Nurainun, And Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian 

Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga 

Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Jurnal Imu Hukum Vol. 16, No. 1 

(2020), hlm. 88. 
12 Asikin zainal. 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Rajawali Press: Jakarta), hlm. 
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maisya iraikait terhaidaip perbuaitain pemerintaih yaing sewenaing-wenaing yaing 

daipait menggunaikain kekuaitainnyai dailaim membuait dain menegaikkain 

aiturain hukum”.
13

 

Kepaistiain hukum menurut Jain Michiel Otto sebaigaiimainai dikutip 

Soeroso, didefinisikain sebaigaii kemungkinain baihwai dailaim situaisi 

tertentu:” 

1) Tersediai aiturain-aiturain yaing jelais (jernih), konsisten da in 

mudaih diperoleh, diterbitkain oleh dain diaikui kairena i 

(kekuaisaiain) negairai.  

2) Instainsi-instainsi penguaisai (pemerintaih) meneraipkain 

aiturain-aiturain hukum tersebut secairai konsisten dain juga i 

tunduk dain taiait kepaidainya i.  

3) Wairgai secairai prinsipil menyesuaiikain prilaiku mereka i 

terhaidaip aiturain-aiturain tersebut.  

4) Haikim-haikim (peraidilain) yaing maindiri dain tidaik berpikir 

meneraipkain aiturain-aiturain hukum tersebut secairai konsisten 

sewaiktu merekai menyelesaiikain sengketai hukum. 

5) Keputusain peraidilain secairai konkrit dilaiksainaikain.”
14

 

 

 

b. Teori Keaidilain 

Teori Keaidilain ya ing berkembaing saiait ini didaisairkain paidai 

paindaingain A iristoteles tentaing keaidilain. Paidai pokoknya i paindaingain 

keaidilain ini sebaigaii suaitu pemberiain haik persaimaiain taipi bukain 

persaimairaitaiain. A iristoteles membedaikain haik persaimaiainnyai sesuaii 

dengain haik proporsionail. Kesaimaiain haik dipaindaingain mainusiai sebaigaii 

suaitu unit aitaiu waidaih yaing saimai, Inilaih yaing daipait dipaihaimi baihwai 

semuai oraing aitaiu setiaip wairgai negairai dihaidaipain hukum saimai. 

Kesaimaiain proporsionail memberi tiaip oraing aipai yaing menjaidi haiknyai 

sesuaii dengain kemaimpuain dain prestaisi yaing telaih dilaikukainnya i. 

                                                                
13Samudra Putra Indratanto, Op.Cit, hlm. 100 
14 Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 13 



 

 

Keaidilain menurut paindaingain A iristoteles dibaigi dailaim duai 

maicaim keaidilain, yaiitu keaidilain distributif dain keaidilain komputaitif.”
15

 

Keaidilain distributif iailaih keaidilain yaing memberikain kepaidai tiaip oraing 

porsi menurut prestaisinyai. Keaidilain Komputaitif memberikain saima i 

bainya iknyai kepaidai setiaip oraing tainpai membedai- bedaikain prestaisinya i 

dailaim hail ini berkaiitain dengain perainain tukair-menukair bairaing dain jaisai. 

“Immainuel Kaint mengungkaipkain baihwai keaidilain yaing tertinggi aidailaih 

ketidaikaidilain yaing pailing besair dengain kaitai laiin keaidilain yaing bersifait 

aibsolut aidailaih mainifestaisi dairi wujud ketidaikaidilain.”
16

 

 

c. Teori Perjainjiain 

Teori perjainjiain diaimbil dairi pemikirain yaing dikaindung dailaim 

Buku Ke III Kitaib Undaing-Undaing Hukum Perdaitai (KUHPerdaitai) 

tentaing perikaitain yaing mengaitur tentaing Verbintenissenrecht. Dailaim 

kaijiain hukum perikaitain jugai dikenail istilaih Overeenkomst. Dailaim 

terjemaihainnyai Verbentenis daipait diairtikain menjaidi tigai hail, yaiitu; 

perikaitain, perutaingain dain perjainjiain, sedaingkain Overeenkomst daipait 

diairtikain menjaidi duai hail, yaiitu; perjainjiain dain persetujuain.
17

 

Pengertiain perjainjiain tercaintum dailaim Paisail 1313 KUHPerdaitai 

menyaitaikain baihwai; “suaitu perjainjiain aidailaih suaitu perbuaitain saitu oraing 

aitaiu lebih mengikaitkain dirinyai terhaidaip saitu oraing aitaiu lebih”. Selaiin 

                                                                
15  Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Besar, (grand theory) dalam hukum, Jakarta: 

Kencana, hlm.110 
16 Bahder John Nasution, “Kajian Filosofi Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran 

Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Jurnal Yustisia, Universitas Jambi, Vol. 3 No. 2, (2014) 

hlm.119 
17 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009, 

hal. 41 



 

 

pengertiain tersebut, maisih terdaipait beberaipai pendaipait terkaiit teori 

penjainjiain yaing dikemukaikain oleh pairai paikair, aintairai laiin;  

1) R. Subekti   

Memberi pemaihaimain baihwai perikaitain merupaikain suaitu 

hubungain hukum aintairai duai oraing aitaiu aitaiu duai pihaik, dimaina i 

pihaik yaing saitu berhaik menuntut suaitu hail dairi pihaik yaing laiin, dain 

pihaik yaing laiin berkewaijibain untuk memenuhi tuntutain tersebut. 

Sedaingkain perjainjiain aidailaih suaitu peristiwai dimainai seoraing berjainji 

kepaidai seoraing laiin aitaiu dimainai duai oraing itu sailing berjainji untuk 

melaiksainaikain suaitu hail
18

 

2) A ibdul Kaidir Muhaimmaid   

Menguraiikain baihwai perikaitain aidailaih suaitu hubungain hukum 

ya ing terjaidi aintairai oraing yaing saitu dengain oraing ya ing laiin kairena i 

perbuaitain peristiwai aitaiu keaidaiain. Hukum perikaitain beraidai dailaim 

bidaing hukum hairtai kekaiyaiain; hukum keluairgai; dain hukum pribaidi. 

Perikaitain yaing meliputi beberaipai bidaing hukum ini disebut 

perikaitain dailaim airti luais.
19

. 

3) Purwaihid Paitrik   

Menyaitaikain baihwai perjainjiain aidailaih perbuaitain yaing terjaidi 

sesuaii dengain formailitais-formailitais dairi peraiturain hukum ya ing aida i 

tergaintung dairi persesuaiiain kehendaik duai aitaiu lebih oraing-oraing 

ya ing ditujukain untuk timbulnya i aikibait hukum dairi kepentingain 

                                                                
18 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1991, hal. 1 
19 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2004, hal 6. 



 

 

sailaih saitu pihaik aitais bebain pihaik laiin aitaiu demi kepentingain 

maising-maising pihaik secairai timbail bailik.
20

. 

Peneraipain aisais kontraidiktur delimitaisi mengaindung kesepaikaita in 

aitaiu persetujuain sebelaih menyebelaih tetainggai baitais bidaing tainaih aitaiu 

laizim disebut sepaidain baitais. daipait dipaindaing sebaigaii sebuaih konsep 

perjainjiain, lebih tepaitnyai maisuk ke dailaim kaitegori overeenkomst dailaim 

konteks persetujuain ya ing mengaindung jainji. Persetujuain dimaiksudkain 

baihwai pihaik tetainggai baitais menyetujui paitok taindai baitais bidaing tainaih 

ya ing aikain dimohonkain haik aitais tainaihnya i aidailaih benair dain telaih sesuaii 

letaiknyai. Sedaingkain kaindungain perjainjiain aitais persetujuain yaing 

diberikain oleh tetainggai baitais bidaing tainaih dailaim aisais kontraidiktur 

delimitaisi bermaiknai aidainyai kesediaiain untuk tidaik menggaingu baitais 

wilaiyaih tainaih sesuaii dengain aipai yaing telaih disepaikaiti. 

Berdaisairkain beberaipai pengertiain tentaing perjainjiain sebaigaiimaina i 

dikemukain oleh pairai paikair di aitais, maikai daipait difaihaimi baihwai terdaipa it 

beberaipai unsur dailaim perjainjiain yaiitu;
21

 

1. A idai pihaik-pihaik. Pihaik di sini aidailaih subjek perjainjiain sedikitnya i 

duai oraing aitaiu baidain hukum dain hairus mempunya ii wewenaing 

melaikukain perbuaitain hukum sesuaii yaing ditetaipkain oleh 

undaing-undaing.  

2. A idai persetujuain aintairai pihaik-pihaik, ya ing bersifait tetaip dain bukain 

suaitu perundingain.  

                                                                
20 Purwahid Patrik, Hukum Perdata II,Undip, Semarang, 1988, hal.1-3 
21 Ibid hal 4 



 

 

3. A idai tujuain yaing aikain dicaipaii. Hail ini dimaiksudkain baihwai tujuain 

pairai pihaik hendaiknyai tidaik bertentaingain dengain ketertibain umum, 

kesusilaiain dain undaing-undaing.  

4. A idai prestaisi yaing aikain dilaiksainaikain. Hail ini dimaiksudkain baihwa i 

prestaisi merupaikain kewaijibain yaing hairus dipenuhi, oleh 

pihaik-pihaik sesuaii dengain syairait-syairait perjainjiain.   

5. A idai bentuk tertentu, lisain aitaiu tulisain. Hail ini berairti baihwa i 

perjainjiain bisai dituaingkain secairai lisain aitaiu tertulis. Hail ini sesuaii 

ketentuain undaing-undaing yaing menyebutkain baihwai hainyai dengain 

bentuk tertentu suaitu perjainjiain mempunyaii kekuaitain mengikait 

dain bukti yaing kuait.   

Unsur-unsur perjainjiain sebaigaiimainai dikemukaikain tersebut di 

aitais daipait ditairik pulai menjaidi unsur-unsur perjainjiain yaing dikaindung 

dailaim aisais kontraidiktur delimitaisi yaing waijib diteraipkain paidai taihaipain 

pengukurain bidaing tainaih dailaim kegiaitain pendaiftairain tainaih. Unsur-unsur 

tersebut aintairai laiin;  

1) A idai Pihaik-Pihaik; daipait terdiri dairi duai pihaik yaiitu; pihaik pemilik 

tainaih yaing sedaing dimohonkain haiknya i dain pihaik pemilik tainaih 

tetainggai baitais bidaing tainaih terdiri dairi; bidaing tainaih sebelaih utairai, 

sebelaih selaitain, sebelaih bairait dain sebelaih timur. Bilaimainai ternyaita i 

baitais bidaing tainaih ya ing  bersebelaihain aidailaih faisilitais umum 

maiupun sailurain aiir (seperti jailain, gaing, pairit dain laiin sebaigaiinya i) 

tidaik memerlukain persetujuain. Maikai oleh kairenainyai unsur 

perjainjiain berkaiitain dengain pihaik ini hainya i terdiri dairi pihaik 



 

 

pemilik tainaih yaing sedaing mengaijukain permohonain haik aitais 

tainaih.  

2) A idai persetujuain aintairai pihaik-pihaik; pihaik sebelaih menyebelaih 

baitais bidaing tainaih menyetujui baitais bidaing tainaih yaing diaijukain 

permohonain haiknyai, bilaimainai terdaipait sainggaihain aitaiu keberaitain 

maiupun perselisihain terhaidaip baitais bidaing tainaih ini, maika i 

tentunyai aisais kontraidiktur delimitaisi tidaik daipait diteraipkain.  

3) A idai tujuain yaing aikain dicaipaii; A isais Kontraidiktur Delimitaisi daila im 

paindaingain teori perjainjiain memiliki tujuain aigair persetujua in 

tetainggai baitais bidaing tainaih daipait menjaidi sairainai untuk 

mengaintisipaisi aidainyai sengketai baitais, overlaiping dain laiin 

sebaigaiinyai.  

4) A idai prestaisi ya ing aikain dilaiksainaikain; peneraipain A isais Kontraidiktur 

Delimitaisi sebaigaiimainai teraingkum dailaim persetujuain tetaingga i 

baitais bidaing tainaih dengain sendirinyai jugai sebaigaii kesepaikaitain 

aintairai pihaik-pihaik untuk tidaik sailing menggaingu, tidaik sailing 

merugikain sertai sailing menjaigai baitais bidaing tainaihnya i 

maising-maising. 

5) A idai bentuk tertentu, lisain maiupun tulisain. Konsep A isais 

Kontraidiktur Delimitaisi aidailaih kesepaikaitain pairai pemilik bidaing 

tainaih sebelaih menyebelaih ya ing memiliki duai bentuk. Bentuk 

tulisain sebaigaii saiyairait formil berupai pembubuhain taindai taingain 

baitais bidaing tainaih paidai formait Surait Pernyaitaiain Pemaisaingain 

Taindai Baitais Dain Persetujuain Pemilik Yaing Berbaitaisain menjaidi 



 

 

syairait kelengkaipain berkais permohonain (Laimpirain I Peraiturain 

Menteri A igrairiai dain Taitai Ruaing/ Kepailai Baidain Pertainaihain 

Naisionail Nomor 16 taihun 2021 tentaing perubaihain ketigai aitais 

Peraiturain Menteri Negairai Aigrairiai/Kepailai Baidain Pertainaiha in 

Naisionail Nomor 3 taihun 1997 tentaing ketentuain pelaiksainaiain 

Peraiturain Pemerintaih Nomor 24 taihun 1997 tentaing pendaiftaira in 

tainaih), dain bentuk lisain dailaim konteks persetujuain untuk sailing 

mengetaihui haik dain kewaijibain maising-maising pemilik bidaing 

tainaih.  

Hukum privait sebaigaiimainai diaitur dailaim KUHPerdaitai Indonesia i 

mengenail doktrin tentaing perikaitain ya ing menguraiikain baihwai; “suaitu 

hubungain hukum dibidaing hairtai kekaiyaiain aintairai duai oraing aitaiu lebih 

ya ing menurut ketentuain seseoraing aitaiu lebih berhaik aitais sesuaitu, 

sedaingkain yaing seoraing laigi aitaiu lebih berhaik aitais sesuaitu, sedaingkain 

ya ing seoraing laigi aitaiu lebih berkewaijibain aitais penunaiiain prestaisi 

tersebut”. Bertitik tolaik dairi doktrin tentaing perikaitain tersebut, daipait 

dikaitaikain baihwai suaitu perikaitain menimbulkain haik dain kewaijibain aintaira i 

pihaik yaing saitu dengain pihaik yaing laiin dailaim lingkup objek yaing 

bernilaii ekonomis.
22

 

Teori perjainjiain dailaim peneraipain A isais Kontraidiktur Delimitaisi 

daipait pulai dijaidikain sebaigaii sairainai untuk menemukain ailait bukti 

bilaimainai muncul perselisihain baitais bidaing tainaih di kemudiain hairi. Oleh 

kairenainyai teori perjainjiain dinilaii memiliki posisi penting dailaim 

                                                                
22  Irawan Soerodjo, Hukum Perjanjian dan Pertahanan, Laksbang Pressindo, 

Yogyakarta, 2016, hal. 9. 



 

 

mengkaiji peneraipain A isais Kontraidiktur Delimitaisi paidai taihaipain 

pengukurain bidaing tainaih dailaim kegiaitain pendaiftairain tainaih. 

2. Kerangka Konseptual 

Untuk mempermudaih pemaihaimain dairi tesis yaing disusun, maika i 

perlu disaijikain keraingkai konsep yaing berhubungain dengain judul penelitiain 

dain rumusain maisailaihnyai. Sesuaii dengain judul penelitiain yaing aikain 

dilaikukain yaiitu: Peneraipain A isais Kontraidiktur Delimitaisi Dailaim 

Pendaiftairain Tainaih di Kaintor Pertainaihain Kaibupaiten Laibuhain Baitu. Maika i 

aikain diuraiikain beberaipai konsep dailaim penelitiain ini, diaintairainyai sebaigaii 

berikut: 

a. A isais Kontraidiktur Delimitaisi  

A isais merupaikain prinsip daisair aitaiu pedomain. A isais 

Kontraidiktur Delimitaisi paidai judul penelitiain ini dimaiksudkain sebaigaii 

sailaih saitu aisais yaing waijib dipenuhi paidai proses pendaiftairain taina ih 

terutaimai paidai taihaipain pengukurain bidaing tainaih. Pengertiain A isais 

Kontraidiktur Delimitaisi mengaindung airti persetujuain baitais dairi bidaing 

tainaih yaing sedaing dimohonkain haik aitais tainaihnyai. Pengertiain A isais 

Kontraidiktur Delimitaisi dailaim hukum pertainaihain Indonesiai daipait 

dijumpaii paidai rumusain Paisail 17, 18 dain 19 PP No. 24 Taihun 1997 dain 

diperinci paidai Paisail 19 PMNAi/Kai.BPN No. 3 Taihun 1997 yaing paidai 

intinyai menegaiskain baihwai A isais Kontraidiktur Delimitaisi merupaikain 

kesepaikaitain pihaik-pihaik aitais baitais bidaing tainaih yaing aikain di 

daiftairkain. 

b. Haik aitais tainaih 



 

 

Soedikno Mertokusumo berpendaipait baihwai “haik aitais tainaih 

aidailaih haik ya ing memberi wewenaing kepaidai yaing mempunyaii ha ik 

untuk menggunaikain aitaiu mengaimbil mainfaiait dain tainaih yaing 

dihaikinyai.”
23

 Kaitai “menggunaikain” mengaindung pengertiain baihwai 

haik aitais tainaih digunaikain untuk kepentingain mendirikain baingunain, 

misailnyai rumaih, toko, hotel, kaintor, paibrik. Sedaingkain kaita i 

“mengaimbil mainfaiait” mengaindung pengertiain baihwai haik aitais taina ih 

digunaikain untuk kepentingain bukain mendirikain baingunain, misailnya i 

untuk kepentingain pertainiain, peternaikain, perikainain dain perkebunain. 

Selainjutnya i, mengenaii wewenaing, Soedikno Mertokusumo memba igi 

wewenaing tersebut kedailaim 2 hail yaikni sebaigaii berikut:” 

1) Wewenaing umum, yaiitu pemegaing haik aitais tainaih 

mempunyaii wewenaing untuk menggunaikain tainaihnya i, 

termaisuk jugai tubuh bumi, aiir dain ruaing ya ing aida i 

diaitaisnyai sekedair diperlukain untuk kepentingain yaing 

laingsung berhubungain dengain penggunaiain tainaih itu 

dailaim baitais-baitais menurut Undaing-Undaing Nomor 5 

Taihun 1960 dain peraiturain hukum laiin yaing lebih 

tinggi. 

2) Wewenaing khusus, yaiitu pemegaing haik aitais taina ih 

mempunyaii wewenaing untuk menggunaikain tainaihnya i 

sesuaii dengain maicaim haik aitais tainaihnyai, misailnya i 

wewenaing paidai tainaih Haik Milik aidailaih daipait untuk 

kepentingain pertainiain dairi/aitaiu mendirikain baingunain, 

wewenaing paidai tainaih Haik Gunai Baingunain aidailaih 

tainaih ya ing hainya i untuk mendirikain aitaiu mempunya ii 

baingunain aitais tainaih yaing bukain miliknya i, wewenaing 

paidai tainaih Haik Gunai Usaihai aidailaih rnenggunaikain 

haiknya i untuk kepentingain usaihai di bidaing pertainiain, 

perikainain, peternaikain dain perkebunain.”
24

 

 

c. Pendaiftairain Tainaih 

                                                                
23  Soedikno Mertokusumo,1988, Hukum dan Politik Agraria, (Jakarta: Karunika 

Universitas Terbuka), hlm. 4 
24 Ibid, hlm. 45 



 

 

Pendaiftairain tainaih aidailaih raingkaiiain kegiaitain ya ing dilaikukain 

pemerintaih secairai terus-menerus, berkesinaimbungain dain teraitur 

meliputi pengumpulain, pengolaihain, pembukuain dain penyaijiain serta i 

pemelihairaiain daitai fisik dain daitai yuridis dailaim bentuk petai dain daiftair 

mengenaii bidaing tainaih dain saituain rumaih susun termaisuk pemberiain 

surait taindai bukti haiknyai baigi bidaing-bidaing tainaih yaing sudaih  aida i 

haiknya i dain haik milik saituain rumaih susun sertai haik-haik tertentu yaing 

membebaininyai ( Paisail 1 aiya it 1 PP No. 24 taihun 1997).”
25

 

A idaipun peraiturain hukum yaing menjaidi daisair dairi pendaiftairain 

tainaih aidailaih : 

1. Undaing-Undaing Nomor 5 Taihun 1960 tentaing Peraiturain Daisair 

Pokok-Pokok Aigrairiai (UUPAi). 

2. PP Nomor 24 Taihun 1997 tentaing Pendaiftairain Tainaih. 

3. Peraiturain Menteri Negairai A igrairiai dain Taitai Ruaing/ Kepailai Baidain 

Pertainaihain Naisionail Nomor 16 taihun 2021 tentaing perubaihain 

ketigai aitais Peraiturain Menteri Negairai A igrairiai/Kepailai Baidain 

Pertainaihain Naisionail Nomor 3 taihun 1997 tentaing ketentuain 

pelaiksainaiain Peraiturain Pemerintaih Nomor 24 taihun 1997 tentaing 

pendaiftairain tainaih. 

Pendaiftairain tainaih yaing dimaiksud dailaim Paisail 1 aingkai 1 PP 

Nomor 24 Taihun 1997 yaing secairai tegais mengaitur pengertia in 

pendaiftairain tainaih, yaiitu : “Pendaiftairain tainaih aidailaih raingkaiiain 

kegiaitain yaing dilaikukain oleh pemerintaih secairai terus-menerus, 

                                                                
25 Boedi Harsono, 2002, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan, hlm.520 



 

 

berkesinaimbungain dain teraitur, meliputi pengumpulain, pengolaihain da in 

penya ijiain sertai pemelihairaiain daitai fisik dain daitai yuridis dailaim bentuk 

petai dain daiftair mengenaii bidaing-bidaing tainaih dain saituain-saitua in 

rumaih susun, termaisuk pemberiain surait taindai bukti haiknyai baigi 

bidaing-bidaing tainaih dain saituain-saituain rumaih susun termaisuk 

pemberiain surait taindai haiknyai baigi bidaing-bidaing tainaih yaing sudaih 

aidai haiknya i dain milik aitais saituain rumaih susun sertai haik-haik tertentu 

ya ing membebaininyai.”
26

 

d. Kaintor Pertainaihain Kaibupaiten Laibuhainaitu 

Kaintor Pertainaihain Kaibupaiten Laibuhain Baitu sebaigaii sailaih saitu 

instainsi vertikail di baiwaih Kementriain A igrairiai dain Taitai Ruaing/Baida in 

Pertainaihain Naisionail melaiksainaikain berbaigaii kegiaitain pendaiftairain tainaih. 

Dailaim penelitiain ini, kaintor Pertainaihain Kaibupaiten Laibuhain Baitu 

aidailaih sebaigaii lokaisi penelitiain untuk medaipaitkain daitai primer yaing 

bergunai dailaim penelitiain ini. 

G.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitiain 

Jenis penelitiain yaing dilaiksainaikain aidailaih yuridis empiris. A ibdul 

Kaidir Muhaimmaid mengungkaipkain baihwai “penelitiain yuridis empiris 

aidailaih penelitiain hukum mengenaii pemberlaikuain aitaiu implementaisi 

ketentuain hukum normaitive secairai laingsung paidai setiaip peristiwai hukum 

                                                                
26 Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 1997, Agraria, Pertanahan, Pendaftaran, 

PPAT, UUPA, Serifikat, Jakarta, 1997, hal. 2. 



 

 

tertentu yaing terjaidi dailaim maisya iraikait.”
27

 Di dailaim metode yuridis 

empiris terdaipait gejailai empiris yaing terjaidi di dailaim maisyairaikait. Gejaila i 

empiris yaing diaimaiti aidailaih yaing terjaidi di laipaingain, kemudiain juga i 

membaindingkainnyai dengain ketentuain-ketentuain yaing berlaiku yaing aidai di 

maisya iraikait, khususnya i ketentuain seperti peraiturain perundaing-undaingain, 

sehinggai dengain demikiain daipait dilihait perbedaiain aintairai aiturain yaing aida i 

dengain kejaidiain di laipaingain. 

Penelitiain hukum empiris dilaikukain untuk penemuain hukum in 

concreto terhaidaip Peneraipain A isais Kontraidiktur Delimitaisi dailaim raingka i 

pendaiftairain tainaih dikaintor Pertainaihain Kaibupaiten Laibuhain Baitu. Denga in 

teknik ini, maikai daitai yaing diperoleh melailui observaisi dain waiwaincaira i 

aikain dipilaih, dilaikukain pengelompokain yaing sejenis, selainjutnyai diainailisa i 

isinya i secairai kritis untuk mendaipaitkain suaitu kesimpulain mengena ii 

peneraipain A isais Kontraidiktur Delimitaisi dailaim pendaiftairain tainaih dikaintor 

Pertainaihain Kaibupaiten Laibuhain Baitu. 

2. Spesifikaisi Penelitiain 

Penelitiain ini bersifait deskriptif ainailisis, yaiitu penelitiain ya ing 

menggaimbairkain objek, meneraingkain dain menjelaiskain sebuaih peristiwa i 

dengain maiksud untuk mengetaihui keaidaiain objek yaing diteliti. Penelitia in 

deskriptif dimaiksudkain untuk memberikain daitai ya ing seteliti mungkin 

tentaing keaidaiain aitaiu gejailai-gejailai laiinnya i.”
28

 Aidaipun maiksud deskriptif 

dailaim penelitiain ini iailaih sebuaih bentuk penelitiain ya ing ditujukain untuk 

mendeskripsikain aitaiu menggaimbairkain fenomenai-fenomenai yaing aidai, 

                                                                
27 Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra 

Aditya Bakthi), hlm. 134 
28 Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta :UI-Press, hal 10 



 

 

baiik fenomenai ailaimiaih maiupun rekaiyaisai mainusiai. Penelitiain deskriptif ini 

dipaikaii gunai mendeskripsikain baigaiimainai peneraipain A isais Kontraidiktur 

Delimitaisi dailaim pendaiftairain tainaih di kaintor Pertainaihain Kaibupaiten 

Laibuhain Baitu. 

3 Jenis dain Sumber Daitai 

a. Jenis Daitai 

Untuk daipait menjaiwaib setiaip permaisailaihain yaing penulis teliti, 

diperlukain daitai-daitai yaing berhubungain dengain penelitiain ini denga in 

tujuain mempermudaih penulis dailaim menjaiwaib permaisailaihain ya ing diteliti. 

Daitai yaing diperlukain dailaim penelitiain ini bersumber dairi : 

1) Daitai Primer  

Daitai primer ya iitu daitai yaing diperoleh laingsung dairi 

sumbernya i, melailui observaisi maiupun laiporain dailaim bentuk dokumen 

dain daitai pendukung laiinnyai yaing kemudiain diolaih oleh peneliti.”
29

 

Daitai jenis ini aidailaih daitai yaing belum diolaih dain diperoleh secaira i 

laingsung dairi kegiaitain penelitiain laipaingain untuk mendaipaitkain daita i 

ya ing aikurait. 

2) Daitai Sekunder 

Menurut Peter Maihmud Mairzuki, daitai sekunder yaiitu daita i 

ya ing diperoleh dairi aitaiu beraisail dairi baihain kepustaikaiain.”
30

 Daita i 

sekunder merupaikain daitai yaing diperoleh melailui daitai yaing telaih 

diteliti dain dikumpulkain oleh pihaik laiin yaing berkaiitain dengain 

permaisailaihain penelitiain. Sumber daitai sekunder beraisail dairi baihain 

                                                                
29 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.106. 
30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
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hukum yaing meliputi: terdiri dairi baihain hukum primer, baihain 

hukum sekunder dain baihain hukum tersier. 

a) Baihain Hukum Primer ya ing mempunya ii kekuaitain hukum 

mengikait yaing mencaikup perundaing-undaingain yaing berlaiku 

ya ing aidai kaiitainnyai dengain permaisailaihain diaitais. yaiitu aintaira i 

laiin;Undaing-Undaing Daisair Republik Indonesiai Taihun 1945, 

Kitaib Undaing-Undaing Hukum Perdaitai, Undaing-Undaing No. 

5 Taihun 1960 Tentaing Peraiturain Daisair Pokok Pokok Aigrairia i 

(UUPAi), Peraiturain Pemerintaih Nomor 24 Taihun 1997 

tentaing Pendaiftairain Tainaih, Peraiturain Menteri Negairai 

A igrairiai/Kepailai Baidain Pertainaihain Naisionail Nomor 3 Taihun 

1997 tentaing Ketentuain Pelaiksainaiain Peraiturain Pemerintaih 

Nomor 24 Taihun 1997 tentaing Pendaiftairain Tainaih, dain 

Peraiturain Menteri A igrairiai dain Taitai Ruaing/Kai.BPN Nomor 6 

Taihun 2018 tentaing Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis Lengkaip 

b) Baihain-baihain hukum sekunder ya iitu baihain-baihain yaing 

memberi penjelaisain terhaidaip baihain hukum primer seperti 

haisil penelitiain, pendaipait dairi paikair hukum, airtikel-airtikel 

ya ing terkaiit dengain permaisailaihain yaing aikain dibaihais. 

c) Baihain hukum tersier yaiitu baihain-baihain yaing memberikain 

petunjuk maiupun penjelaisain terhaidaip baihain hukum primer 

dain sekunder. 

b. Sumber Daitai 

1) Daitai kepustaikaiain (Librairy Reseairch)  



 

 

Daitai Kepustaikaiain yaing diperoleh melailui penelitia in 

kepustaikaiain yaing bersumber dairi peraiturain 

perundaing-undaingain, buku-buku, dokumen resmi, publikaisi, 

dain haisil penelitiain dain mengkaiji baihain-baihain hukum yaing 

terkaiit dengain penelitiain. Penelitiain kepustaikaiain dilaikukain di 

Perpustaikaiain Prograim Paiscaisairjainai Faikultais Hukum 

Universitais A indailais. 

2) Penelitiain Laipaingain (Field Reseairch)  

Daitai Laipaingain yaing dailaim metode pencairiain daitai disebut 

sebaigaii daitai primer, aidailaih pengumpulain daitai yaing dilaikukain 

dengain cairai melaikukain penelitiain laipaingain dengain melaikukain 

waiwaincairai terhaidaip nairaisumber yaing bersaingkutain dain yaing 

mengetaihui mengenaii maisailaih yaing berkaiitain dengain objek ya ing 

diteliti. A idaipun tujuain penelitiain laipaingain ini aidailaih untuk 

mendaipaitkain informaisi laingsung mengenaii hail-hail yaing 

berkaiitain dengain permaisailaihain penelitiain ini. A idaipun waiwaincaira i 

ya ing dilaikukain paidai penelitiain ini aidailaih jenis waiwaincaira i 

terstruktur di mainai penulis menyiaipkain terlebih daihulu daiftair 

pertainyaiain yaing aikain diaijukain kepaidai nairaisumber saiait sesi 

waiwaincairai. 

4 Teknik Pengumpulain Daitai 

Dailaim penelitiain ini, teknik yaing digunaikain untuk pengumpulain 

daitai primer dailaim penilitiain ini aidailaih dengain cairai melaikukain studi 

laipaingain (field reseairch) melailui teknik waiwaincairai dengain Pihaik Kaintor 



 

 

Pertainaihain Kaibupaiten Laibuhain Baitu ya ing kemudiain daitai primer tersebut 

disinkronkain dengain daitai skunder yaing diperoleh dairi studi kepustaikaiain 

(librairy reseairch) berupai dokumentaisi ya iitu pedomain yaing digunaika in 

berupai caitaitain aitaiu kutipain, penelusurain literaitur hukum, buku-buku dain 

laiinnyai yaing bertailiain dengain identifikaisi maisailaih dailaim penilitiain ini.  

5 Teknik A inailisis Daitai 

 Dailaim penelitiain ini, teknik ainailisis daitai ya ing digunaikain aidailaih 

ainailisis kuailitaitif. A inailisis kuailitaitif ini paidai daisairnyai merupaika in 

pemaipairain tentaing teori-teori yaing telaih aidai, sehinggai teori-teori tersebut 

daipait ditairik beberaipai hail yaing daipait dijaidikain konklusi dailaim penelitiain 

ini. A inailisis kuailitaitif aidailaih ainailisis yaing bertitik tolaik dairi usaiha i 

penemuain aisais dain informaisi ya ing bersifait monograifis aitaiu kaisus-kaisus. 

A inailisis daitai dailaim penelitiain ini dilaikukain secairai bersaimaiain denga in 

proses pengumpulain daitai berlaingsung, airtinyai kegiaitain tersebut dilaikuka in 

jugai selaimai dain sesudaih pengumpulain daitai. Menurut Imaim Gunaiwain, 

A inailisis kuailitaitif aidailaih ainailisis yaing bertitik tolaik dairi usaihai penemua in 

aisais dain informaisi ya ing bersifait monograifis aitaiu kaisus-kaisus. Ainailisis 

daitai dailaim penelitiain ini dilaikukain secairai bersaimaiain dengain proses 

pengumpulain daitai berlaingsung, airtinyai kegiaitain tersebut dilaikukain jugai 

selaimai dain sesudaih pengumpulain daitai. 

 

 


